BUPATI TABALONG
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KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /44 /2024

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UTAMA
PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM TABALONG BERSINAR (PERSERODA)

Menimbang

Mengingat

a.

1.

KABUPATEN TABALONG
BUPATI TABALONG,

bahwa berdasarkan hasil Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) PT Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)
Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan pada tanggal 23
Februari 2024, telah menetapkan perpanjangan Saudari Jelita
Anggraini Meisarah, ST, M.Eng sebagai Pelaksana Tugas
Direktur Utama Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong
Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong dengan masa
jabatan sampai terpilihnya Direktur Utama Perseroan
Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) yang
definitif atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahan Daerah
Air Minum Kabupaten, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk
Badan Hukum Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten
Tabalong, perlu Penetapan Perpanjangan Pelaksana Tugas
Direktur Utama Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong
Bersinar (Perseroda) Kabupaten Tabalong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong



9.

Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6405), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 700);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahan Daerah
Air Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 05, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2021 tentang
Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahan Daerah Air
Minum Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2022 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Perpanjangan Pelaksana Tugas Direktur Utama
Perseroan Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda)
Kabupaten Tabalong Saudari Jelita Anggraini Meisarah, ST,
M.Eng sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perseroan
Terbatas Air Minum Tabalong Bersinar (Perseroda) Kabupaten
Tabalong dengan masa jabatan sampai dengan terpilihnya pejabat
yang definitif atau sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksana Tugas Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2¢ “arct 2024

Pj. BUPATI TABALONG,

A Qo

HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan di Banjarbaru

B wn

Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
Yang bersangkutan.



